PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR ‘g TAHUN 2006
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH TRANSISI
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2007-2008

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistern Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, maka daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM);

bahwa guna mewujudkan keterpaduan, keserasian dan
kemajuan pembangunan daerah serta menjamin agar kegiatan
pembangunan berjalan efekiif, efisien dan bersasaran serta
sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam MNeger Nomor
050/202005) Tanggal 11 Agusius 2005 tentang Petunjuk
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah,
dipandang peru disusun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Daerah Transisi;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b di
atas, peru membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Transisi Kabupaten
Banyumas Tahun 2007-2008;

Undang-Undang Momor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa

Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286).;



. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indoneska Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang FPemeriksaaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Momor 66. Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4400):

. Undang-Undang MNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Masional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4421),

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusal dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Persturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ftentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 - 2009
(Lembaran Negara Repubilik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);

10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003

tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Propinsi Jawa Tengah
Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah
Tahun 2003 Nomear 109);

11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Momor 21 tahun 2003

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (Lembaran
Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);

12.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bamyumas
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